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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Keberhasilan suatu organisasi, baik yang bergerak di sektor privat maupun 

publik, sangat bergantung pada aspek administrasinya yang berfungsi sebagai 

elemen krusial. Terkait hal ini, administrasi dijabarkan sebagai bentuk kolaborasi 

menyeluruh yang melibatkan dua individu atau lebih, yang digerakkan oleh logika 

berpikir tertentu demi meraih target yang sudah disepakati sejak awal. Agar sistem 

tersebut berjalan optimal, diperlukan pola kerja yang sistematis, terarah, serta 

konsisten. Urgensi terhadap ketepatan, transparansi, efisiensi, serta tanggung 

jawab kerja ini kian menguat menyusul diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 

81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025. Kebijakan 

nasional tersebut secara gamblang memosisikan manajemen administrasi yang 

andal sebagai pilar paling mendasar guna menghadirkan pelayanan publik yang 

prima dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. 

Salah satu elemen krusial dalam administrasi perkantoran yang secara 

langsung berdampak pada kelancaran operasional organisasi adalah pengelolaan 

persuratan. Surat merupakan sarana komunikasi tertulis yang memiliki kekuatan 

hukum dan nilai arsip, sehingga prosedur pengelolaannya harus dilaksanakan 

secara cermat dan sistematis. Lebih lanjut, (Sukoco, 2016:16)  menjelaskan 

regulasi penanganan yang baku menjadi syarat mutlak dalam manajemen 

persuratan. Hal ini penting guna menjamin setiap dokumen dapat didistribusikan 

kepada pihak-pihak terkait secara tepat waktu, terjaga kerahasiaannya, serta 

efisien secara operasional. Sebaliknya, ketidakmampuan suatu organisasi dalam 

mengelola alur persuratan dapat berakibat fatal bagi kinerja instansi secara 

keseluruhan, termasuk berpotensi menimbulkan permasalahan hukum mengingat 

surat dinas memiliki fungsi sebagai alat bukti dan dasar tindakan administratif. 

Urgensi pengelolaan persuratan yang terstandar semakin nyata dalam konteks 

lembaga peradilan. Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga peradilan di 

bawah Mahkamah 
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Agung Republik Indonesia bertugas memberikan pelayanan hukum kepada 

masyarakat dalam perkara perdata yang berkaitan dengan pranata hukum seperti 

perkawinan, persoalan waris, wasiat, hibah, wakaf, pengelolaan zakat, serta 

aktivitas ekonomi syariah diatur secara yuridis melalui Undang-Undang Nomor 

50 Tahun 2009. Regulasi ini hadir sebagai perubahan kedua atas undang-undang 

induk, yaitu UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Guna 

menciptakan keterpaduan, ketertiban, dan penyeragaman tata naskah dinas di 

seluruh lingkungan peradilan, Mahkamah Agung telah menerbitkan Standardisasi 

administrasi surat-menyurat di lingkungan yudisial saat ini mengacu pada 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 131/KMA/SK/VII/2023 mengenai 

Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan yang Berada di Bawahnya. Melalui kebijakan ini, ditegaskan bahwa tata 

kelola dokumen kedinasan harus bertumpu pada sejumlah prinsip utama, yaitu 

efektivitas dan efisiensi, standarisasi pembakuan, akuntabilitas, asas keterkaitan, 

kecepatan serta ketepatan, hingga faktor keamanan. Prinsip-prinsip tersebut 

memegang peranan krusial sebagai panduan kerja yang wajib diterapkan oleh 

seluruh satuan kerja peradilan tingkat pertama, termasuk di dalamnya lembaga 

pengadilan agama. 

Pengadilan Agama Jakarta Selatan   merupakan salah satu satuan kerja 

peradilan tingkat pertama dengan volume kerja yang sangat padat di lingkungan 

peradilan agama di Indonesia. Berdasarkan data laporan bulanan, tercatat 

sebanyak 4.335 perkara yang masuk selama periode Januari hingga Oktober 2020, 

yang terdiri atas 3.774 kasus perdata gugatan dan 561 kasus perdata permohonan. 

Tingginya volume perkara ini secara langsung menuntut administrasi persuratan 

yang terstruktur dan responsif. Setiap berkas perkara yang bergulir di persidangan 

memerlukan dokumen administrasi yang masif, mulai dari surat panggilan sidang 

(relaas), surat delegasi bantuan panggilan ke pengadilan agama lain, surat keluar 

dinas, hingga penyampaian salinan putusan kepada para pihak terkait. Kondisi ini 

menyebabkan beban kerja staf administrasi persuratan menjadi sangat tinggi, 

sehingga menuntut adanya sistem tata kelola persuratan yang terstruktur dan 

responsif agar tidak menghambat jalannya proses peradilan. 
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Namun demikian, berdasarkan pengamatan mendalam terhadap aktivitas 

harian di Divisi Kesekretariatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, ditemukan 

beberapa permasalahan yang menghambat efisiensi pengelolaan persuratan. 

Pertama, terjadi keterlambatan dalam pencatatan dan distribusi fisik surat masuk 

akibat tingginya arus surat dinas, surat panggilan delegasi, surat undangan, hingga 

berkas permohonan koordinasi yang masuk setiap harinya. Keterbatasan jumlah 

sumber daya manusia (SDM) pengelola persuratan menyebabkan sering terjadinya 

penumpukan surat di meja bagian kesekretariatan, sehingga surat-surat yang 

diterima pada siang atau menjelang sore hari sering kali tidak langsung dicatat 

pada hari yang sama dan baru diproses keesokan harinya. Kondisi ini 

mengakibatkan keterlambatan penyampaian surat kepada pimpinan untuk 

mendapatkan instruksi disposisi, yang pada gilirannya menghambat tindak lanjut 

oleh unit kerja yang bersangkutan. Kedua, ditemukan pula ketidakkonsistenan 

dalam pengisian lembar disposisi, di mana instruksi pimpinan kadang tidak 

tercatat secara lengkap sehingga menyulitkan petugas dalam mengeksekusi tindak 

lanjut surat. Ketiga, sistem pengarsipan surat yang masih bersifat manual 

menyebabkan proses penemuan kembali dokumen (retrieval) berlangsung lambat, 

terutama ketika surat lama dibutuhkan sebagai referensi dalam penanganan 

perkara baru. Permasalahan-permasalahan ini secara akumulatif menciptakan 

bottleneck dalam alur administrasi persuratan yang idealnya harus berjalan cepat, 

akurat, dan tanpa hambatan mengingat setiap keterlambatan berpotensi langsung 

berdampak pada hak hukum para pencari keadilan. Kelemahan pada aspek 

klasifikasi, distribusi, dan penyimpanan surat menjadi hambatan utama dalam 

mewujudkan pelayanan administrasi yang responsif dan akuntabel di instansi 

pemerintah. Selain itu, (Nuraida, 2021:7) juga menegaskan bahwa lembaga 

pemerintahan masih rentan terhadap keterlambatan dan ketidakkonsistenan 

pencatatan akibat prosedur yang belum terstandar dengan baik. 

KMA tersebut secara tegas mengamanatkan asas kecepatan dan ketepatan 

serta pembakuan dalam pengelolaan naskah dinas, namun di lapangan ditemukan 

bahwa pencatatan surat masuk masih mengalami penundaan hingga keesokan 

hari, distribusi disposisi tidak selalu konsisten, dan sistem pengarsipan belum 

sepenuhnya terstandar. Kesenjangan inilah yang menjadi akar dari permasalahan 
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administrasi persuratan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan yang 

mendorong urgensi dilakukannya penelitian ini. Kajian ini menjadi semakin 

relevan mengingat Pengadilan Agama Jakarta Selatan tengah bertransisi menuju 

sistem administrasi berbasis teknologi informasi sebagai bagian dari program e-

court yang dicanangkan Mahkamah Agung dalam Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 3 Tahun 2018. Tanpa pembenahan prosedur manual yang ada terlebih 

dahulu, transisi digital tersebut berisiko hanya memindahkan permasalahan ke 

platform yang berbeda tanpa menyelesaikan akar masalahnya. Berdasarkan uraian 

di atas, penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam bagaimana proses 

administrasi persuratan berlangsung di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, 

sehingga disusunlah tugas akhir dengan judul "Prosedur Pengelolaan Surat Masuk 

Dan Surat Keluar Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan." 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Merujuk pada pemaparan masalah serta kesenjangan yang telah diulas 

dalam bagian latar belakang terdahulu, fokus permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian tugas akhir ini dirumuskan sebagai berikut: 

a. Bagaimana prosedur administrasi pengelolaan surat masuk dan surat 

keluar pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan? 

b. Apa saja hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 

prosedur administrasi persuratan pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Selaras dengan batasan masalah yang telah diuraikan, arah dan tujuan 

yang ingin dicapai melalui pelaksanaan penelitian tugas akhir ini dirumuskan 

sebagai berikut: 

a. Menggambarkan dan menjelaskan alur prosedur administrasi pengelolaan 

surat masuk dan surat keluar secara mendalam pada Pengadilan Agama 

Jakarta Selatan. 

b. Mengidentifikasi dan menguraikan hambatan yang dihadapi dalam 

pelaksanaan prosedur administrasi persuratan pada Pengadilan Agama 

Jakarta Selatan.  
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1.4 Manfaat Penulisan 

Hasil dari penelitian tugas akhir ini diproyeksikan dapat menyumbang 

manfaat yang nyata, baik dari aspek pengayaan teori maupun implementasi di 

lapangan. Adapun rincian implikasi positif tersebut ditujukan kepada beberapa 

pihak berikut: 

 

1.4.1 Manfaat Bagi Penulis 

Penulisan tugas akhir ini memberikan manfaat akademis sekaligus 

profesional bagi penulis, di antaranya: 

a. Menjadi wadah implementasi nyata bagi teori-teori manajemen kantor dan 

tata kelola surat-menyurat yang telah dipelajari di bangku kuliah ke dalam 

ekosistem kerja yang sebenarnya. Hal tersebut bertujuan untuk 

menciptakan pemahaman yang selaras dan komprehensif antara aspek 

akademis dengan aplikasinya. 

b. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam mengkaji 

suatu prosedur kerja secara mendalam, serta melatih kepekaan dalam 

mengidentifikasi dan mencari solusi atas hambatan-hambatan yang terjadi 

di lapangan. 

c. Menjadi bekal kompetensi yang nyata bagi penulis dalam memasuki dunia 

kerja di bidang administrasi bisnis maupun instansi pemerintahan, 

terutama dalam hal pengelolaan dokumen dan korespondensi organisasi. 

 

1.4.2 Manfaat Bagi Instansi 

Bagi Pengadilan Agama Jakarta Selatan selaku tempat pelaksanaan praktik 

kerja lapangan, penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

yang positif, sebagai berikut:  

a. Sebagai bahan masukan dan evaluasi objektif mengenai sejauh mana 

efektivitas prosedur persuratan yang saat ini berjalan di instansi, sehingga 

dapat diidentifikasi celah-celah yang perlu diperbaiki. 

b. Memberikan gambaran apa saja faktor-faktor yang menghambat dan 

mendukung proses pengelolaan persuratan, sehingga dapat dijadikan 
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bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan peningkatan efisiensi 

kerja pegawai ke depan. 

 

1.4.3 Manfaat Bagi Program Studi 

Bagi Program Studi, penulisan tugas akhir penulis diharapkan dapat 

memberikan kontribusi sebagai berikut: 

a. Menambah referensi ilmiah di perpustakaan kampus, khususnya bagi 

mahasiswa Administrasi Niaga yang ingin melakukan penelitian sejenis 

mengenai administrasi persuratan di lembaga pemerintahan di masa 

mendatang. 

b. Menjadi tolok ukur sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap 

kurikulum perkuliahan dapat diimplementasikan secara kritis dan analitis 

dalam konteks instansi pemerintah yang sesungguhnya. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Metode yang diterapkan dalam penyusunan tugas akhir ini bertumpu pada 

pendekatan kualitatif. Orientasi utama dari metodologi ini adalah untuk menggali 

dan menguraikan sebuah fenomena secara komprehensif, melalui pemaparan yang 

mendetail terkait realitas, situasi, serta dinamika proses yang berlangsung di 

lokasi penelitian. Pendekatan ini dipilih karena prosedur administrasi persuratan 

merupakan fenomena sosial yang bersifat kontekstual, sehingga memerlukan 

pemahaman mendalam terhadap proses, interaksi, dan mekanisme yang 

berlangsung di balik praktik administrasi tersebut dan tidak dapat dipahami hanya 

melalui data numerik semata. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi: 

a. Observasi.  

Penulis melakukan pengamatan terhadap aktivitas operasional harian di 

divisi Kesekretariatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Fokus 

pengamatan diarahkan pada alur fisik penanganan surat masuk dan surat 

keluar, proses pencatatan pada buku agenda atau sistem tata kelola 

persuratan, mekanisme pendistribusian surat, hingga alur penyampaian 

instruksi disposisi pimpinan. Observasi dilakukan selama masa praktik 
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kerja lapangan (PKL) berlangsung dengan mencatat setiap tahapan secara 

sistematis, guna memperoleh data empiris yang dapat memverifikasi 

kesesuaian antara prosedur tertulis dalam SOP dengan praktik yang 

sesungguhnya terjadi di lapangan. 

b. Wawancara.  

Penulis melakukan tanya jawab secara langsung dan mendalam dengan 

pihak-pihak yang menangani sistem administrasi persuratan di instansi. 

Informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Sub Bagian Umum divisi 

Kesekretariatan serta staf atau pegawai yang bertugas sebagai pengelola 

persuratan harian. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu 

berdasarkan relevansi peran dan pengetahuan informan terhadap objek 

yang diteliti. Proses wawancara dilakukan secara terstruktur menggunakan 

panduan pertanyaan yang disesuaikan dengan rumusan masalah. 

c. Dokumentasi.  

Penulis mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen resmi, catatan 

tertulis, serta arsip yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen yang 

digunakan antara lain Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan 

surat yang berlaku di instansi, buku agenda surat masuk dan surat keluar, 

formulir lembar disposisi, kartu kendali, serta laporan kegiatan 

administrasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Data dokumentasi ini 

digunakan untuk melengkapi dan mengkonfirmasi data yang diperoleh 

melalui observasi dan wawancara, sekaligus sebagai dasar analisis 

kesesuaian antara kebijakan yang ditetapkan dengan implementasi di 

lapangan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya 

mengenai Prosedur Administrasi Persuratan pada Pengadilan Agama Jakarta 

Selatan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Prosedur Administrasi Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar 

Prosedur administrasi persuratan pada Pengadilan Agama Jakarta 

Selatan telah dilaksanakan secara berjenjang dan terintegrasi dengan 

sistem elektronik PINTAS (Persuratan Integrasi Tertata dan Sistematis). 

Untuk surat masuk, prosedur diawali dari penerimaan fisik oleh petugas 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), diteruskan ke Sub Bagian Umum 

untuk proses pemindaian (scanning) dan penginputan data ke aplikasi 

PINTAS, kemudian diajukan untuk disposisi Ketua Pengadilan secara 

elektronik, hingga akhirnya lembar disposisi dicetak dan diarsipkan 

bersama berkas fisik. Sementara itu, prosedur surat keluar diawali dari 

penyusunan draf surat jawaban oleh unit kerja terkait berdasarkan lembar 

disposisi, dilanjutkan dengan verifikasi administratif, pemberian nomor 

registrasi pada buku agenda dan aplikasi PINTAS, hingga penyerahan 

kembali surat bernomor kepada unit pengonsep untuk dikirimkan. Kedua 

prosedur ini menunjukkan bahwa digitalisasi melalui PINTAS telah 

meningkatkan aspek ketertiban dan keterlacakan (traceability) dokumen 

dibandingkan sistem manual sepenuhnya. 

b. Hambatan dalam Pelaksanaan Prosedur Administrasi Persuratan 

Hambatan utama yang ditemukan dalam penelitian ini bersifat struktural, 

yaitu tertahannya proses disposisi surat di meja pimpinan akibat tingginya 

intensitas agenda kedinasan Ketua Pengadilan di luar kantor (persidangan, 

rapat, bimbingan teknis, kegiatan protokoler). Kecepatan penyelesaian 

disposisi sangat bergantung pada ketersediaan waktu dan kehadiran 

pimpinan. Kondisi ini mencerminkan penerapan hierarki wewenang yang
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terlalu kaku dan sentralistik, di mana ketergantungan mutlak pada satu 

figur pimpinan untuk menandatangani disposisi. 

Upaya yang secara nyata dilakukan oleh staf administrasi untuk 

mengatasi hambatan tersebut sejauh ini masih bersifat informal dan 

reaktif, yaitu memberikan pengingat (reminder) langsung kepada pimpinan 

mengenai surat-surat yang membutuhkan tindak lanjut. Upaya ini sangat 

bergantung pada faktor subjektif seperti kedekatan personal staf dengan 

pimpinan dan karakteristik gaya kepemimpinan yang berlaku. Belum 

ditemukan mekanisme formal berupa pendelegasian wewenang tertulis 

yang mengikat.  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa prosedur 

administrasi persuratan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 

dasarnya telah berjalan cukup efektif, terutama dari segi alur kerja, 

pencatatan, pengarsipan, serta pemanfaatan sistem elektronik PINTAS 

yang membantu proses administrasi menjadi lebih tertib dan 

terdokumentasi. Namun, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal 

karena masih terdapat hambatan pada tahap disposisi surat yang sangat 

bergantung pada ketersediaan waktu pimpinan. Dengan demikian, 

prosedur administrasi persuratan yang diterapkan sudah mendukung 

kelancaran pengelolaan surat masuk dan surat keluar, tetapi masih 

memerlukan penyempurnaan pada aspek percepatan disposisi dan 

penguatan mekanisme formal agar proses persuratan dapat berjalan lebih 

efektif, efisien, dan tidak bergantung pada satu pihak tertentu. 

 

5.2 Saran 

Dari pembahasan di atas maka penulis merekomendasikan saran bagi 

Pengadilan Agama Jakarta Selatan 

a. Menyusun dan menerbitkan Standard Operating Procedure (SOP) 

Pendelegasian Wewenang Disposisi secara formal dan tertulis bagi surat 

kategori "penting" untuk menunggu disposisi Ketua. Apabila proses 

persuratan terhambat akibat kesibukan dinas pimpinan, wewenang 
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disposisi secara otomatis beralih kepada Wakil Ketua atau Sekretaris yang 

telah ditunjuk. 

b. Mengoptimalkan fitur notifikasi otomatis pada aplikasi PINTAS agar 

dapat mengirimkan pengingat digital (melalui SMS, email, atau aplikasi 

perpesanan) kepada pimpinan maupun pejabat pengganti secara terjadwal, 

sehingga proses reminder tidak lagi bergantung pada inisiatif personal staf. 

c. Membuat aturan terkait mekanisme pendelegasian wewenang disposisi 

surat dari Ketua PA ke Wakil Ketua, agar transisi kewenangan disposisi 

berjalan lancar tanpa menimbulkan kebingungan prosedural di lapangan. 
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